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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan yang tidak terlepas dari 
pengaruh faktor globalisasi yang begitu pesat dan ciri yang ditimbulkannya adalah 
pola kehidupan masyarakat yang semakin modern dan konsumtif yang tentunya 
merupakan indikator semakin mapannya kehidupan masyarakat itu sendiri. Salah 
satu ciri perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah 
semakin maraknya kepemilikan kendaraan bermotor di masyarakat, dimana 
kondisi ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk 
di Kota Bandung. Namun demikian, yang menjadi permasalahannya adalah 
kondisi ini tidak diimbangi dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam 
berlalu lintas di jalan dengan baik dan benar, akan tetapi yang terjadi justru 
sebaliknya, dimana masyarakat dalam berlalu lintas cenderung tidak tertib dan 
tidak disiplin. 
Kedisiplinan berlalu lintas merupakan suatu hal yang tidak pernah ada 
habisnya untuk dibahas. Kedisiplinan merupakan hal yang mudah untuk 
diucapkan, akan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Rendahnya disiplin berlalu lintas 
membuat berbagai permasalahan terjadi. Padahal seharusnya dalam berlalu lintas 
harus memperhatikan banyak hal sesuai dengan hukum yang berlaku. Rendahnya 
kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat menjadikan berbagai kasus 
pelanggaran lalu lintas terjadi. Kesadaran hukum yang selama ini terbangun di 
sebagian masyarakat kita terkesan hanya kesadaran semu, dimana masyarakat 
patuh ketika ada polisi. Namun ketika polisi tidak ada, maka lampu merah pun 
tanpa ragu diterobos. Hal seperti inilah yang sering terjadi pada masyarakat kita 
terutama pada remaja yang cenderung kurang memiliki kedisiplinan berlalu lintas. 
Hal ini sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena 
dengan terjadinya pelanggaran lalu lintas akan mengakibatkan kecelakaan yang 
membahayakan jiwa pribadi dan maupun jiwa orang lain.  
Dewasa ini kasus-kasus pelanggaran lalu lintas merupakan suatu hal yang 
biasa untuk dilihat. Adapun kasus-kasus pelanggaran lalu lintas itu seperti 
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melangggar rambu-rambu lalu lintas, melangggar lampu merah, tidak 
menggunakan helm, melawan arus, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) 
dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berdasarkan data dari Polisi 
Republik Indonesia (PORLI) bahwa angka pelanggaran lalu lintas paling banyak 
dilakukan oleh remaja. Berdasarkan data dari porlestabes Bandung pada tahun 
2016 telah terjadi sebanyak 21.635 pelanggaran yang dilakukan oleh remaja atau 
pelajar dan pada tahun 2017 pelanggaran meningkat menjadi 29.599 pelanggaran. 
Hal ini terjadi karena usia remaja belum memiliki kematangan emosional dan 
etika dalam berkendara yang baik sehingga muncul ketidakdisiplinan dalam 
berkendara di jalan raya. Padahal Kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib 
berlalu lintas merupakan salah satu hal yang penting untuk mewujudkan kondisi 
lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar bagi setiap pengguna jalan 
(Winahyu, 2013). 
Kurangnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas terus menerus terjadi dan 
setiap tahun meningkat. Hal tersebut bisa dilihat dari data yang diperoleh dari 
porlestabes Bandung bahwa pada tahun 2016 telah terjadi pelanggaran lalu lintas 
sebanyak 112.005 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 150.975 pelanggaran. 
Banyaknya pelanggaran lalu lintas bisa dilihat salah satunya dapat dilihat dari 
pelanggaran lalu lintas dalam menggunakan helm. Padahal dalam Undang-
Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah mengatur 
mengenai kewajiban pengendara untuk penggunaan helm berstandar Nasional 
Indonesia (SNI). Hal ini sejalan berdasarkan hasil wawancara nasional di Thailand 
tentang 77.334 pengendara sepeda motor, yang dilakukan pada tahun 2010, 
mengidentifikasi alasan paling umum untuk tidak menggunakan helm. Alasan 
yang paling umum (64%) adalah bahwa mereka melakukan perjalanan jarak 
pendek, sehingga cenderung mengalami kecelakaan. Sikap ini telah terbukti salah 
oleh data Trauma Registry dari Rumah Sakit Umum Khon Kaen, yang 
mengindikasikan bahwa sebagian besar cedera sepeda motor disebabkan oleh 
kecelakaan jalan terjadi dalam jarak 1 km dari rumah mereka (Jiwattanakulpaisarn 
et al., 2013).  
Kecelakaan yang berhubungan dengan lalu lintas terjadi pada jutaan orang, 
namun secara relatif tidak diperhatikan sebagai suatu masalah publik 
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(McAndrews, 2013). Faktor utama yang menjadi penyebab semakin tingginya 
jumlah kecelakaan lalu lintas yaitu pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor 
terutama sepeda motor (Sugiyanto, 2014). Dari tahun 2000 sampai 2010, 
kecelakaan kendaraan bermotor adalah penyebab utama kematian di Amerika 
Serikat untuk orang berusia lima sampai tiga puluh empat tahun, dan 
menyumbang proporsi kematian cedera pertama atau kedua tertinggi di semua 
kelompok usia (Centers for Disease Control and Prevention [CDC] ). Selain itu 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa kematian yang 
berhubungan dengan lalu lintas akan menjadi penyebab kematian kelima yang 
tertinggi di dunia pada tahun 2030.  
Oleh karena itu, pengetahuan dan pengalaman berlalu lintas sangat penting 
untuk diketahui setiap warga Negara. Hal ini sejalan dengan pendapat MacDonald 
& Hoffmann (1991) bahwa pengemudi yang berpengalaman cenderung terpaku 
lebih terpusat, dan lebih jauh lagi di depan dalam kendaraan, daripada pengemudi 
yang tidak berpengalaman. Pengemudi dapat lebih fokus dan berhati-hati dalam 
berkendara sehingga tingkat kecelakaan dapat di minimalisir.  
Menyikapi permasalahan diatas, maka diperlukan adanya pendidikan 
masyarakat dalam berlalu lintas yang baik dan benar dengan memberdayakan 
potensi masyarakat yang ada, karena tujuan kegiatan pendidikan tersebut tidak 
semata-mata hanya merupakan kegiatan yang bersifat mendidik, akan tetapi 
sebagai upaya pre-emtif (pola himbauan dan pendekatan) dalam mencegah 
permasalahan-permasalahan lalu lintas baik berupa kemacetan, pelanggaran dan 
kecelakaan lalu lintas di jalan. Di samping pola himbauan diperlukan juga adanya 
pola represif (penindakan).  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta 
menegakkan hukum. Sesuai dengan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara 
Republik Indonesia adalah: a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b) Menegakkan hukum; dan c) Memberi perlindungan, pengayoman, dan 
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pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu polisi mempunyai peran penting dalam 
membentuk kesadaran hukum berlalu lintas. 
Dengan demikian, Porli memiliki program untuk mengatasi permasalahan 
ketidakdisiplinan dalam berlalu lintas yaitu melalui program Pendidikan 
Masyarakat di Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas). Dikmas Lantas memiliki 
peran penting dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat 
terhadap permasalahan-permasalahan lalu lintas yang dihadapi sehingga 
masyarakat menyadari betapa pentingnya berlalu lintas di jalan yang baik dan 
benar, yang selanjutnya kesadaran disiplin masyarakat dalam berlalu lintas 
tersebut akan menjadi sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. 
Pendidikan keselamatan jalan sebagai pengajaran keterampilan, pengetahuan, 
pemahaman dan pola perilaku dalam berlalu lintas sangat penting untuk diberikan 
kepada setiap warga Negara guna mengurangi kecelakaan lalu lintas. Hal ini 
bertujuan untuk memberikan pengalaman, pengetahuan, proses berpikir, wawasan, 
dan motivasi yang dibutuhkan agar mereka dapat menjadi pengemudi yang aman 
dan efisien Wittink (Joubert, Fraser, & Sentsho, 2013). Seperti yang dikemukakan 
oleh (Juhlin & Normark, 2008) bahwa pengetahuan mengenai rambu jalan yang 
paling umum harus dipahami sebagai modus interaksi yang penting antara 
anggota masyarakat dalam berlalu lintas.  
Kualitas pengemudi yang baik yaitu hati-hati, sopan dan perhatian terhadap 
pengemudi lain, sabar, mematuhi peraturan jalan, tahu bagaimana menangani 
kendaraannya sendiri dan mengamati orang lain, serta mengetahui kondisi jalan. 
Selain itu, pengendara yang buruk digambarkan melalui dalam mengemudi 
mengambil risiko, tidak memperhatikan orang lain, mengemudi dengan cepat, 
berperilaku agresif, tidak mengikuti peraturan jalan dan tidak sabar (Lupton, 
2002). 
Kedisiplinan berlalu lintas terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum. 
kesadaran hukum muncul didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum 
(Andyana, 2015). Menurut Paul Scholten (Mertokusumo, 1996: 2) menjelaskan 
bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang 
apa itu hukum, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup 
kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, 
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antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Menurut (Rafael, 2014) 
kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam 
bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma 
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diperlukan beberapa 
upaya dan kerja keras dalam meneggakan kesadaran hukum di Indonesia serta 
tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen 
baik itu dari masyarakat serta pemerintah (Hermawan, 2014). 
Dengan demikian, kesadaran hukum bisa diartikan kesadaran yang terdapat 
dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan di menifestasikan 
dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Secara umum 
ketidakpatuhan hukum ini menjelma menjadi sikap apatis terhadap hukum. Sikap 
acuh tak acuh pada hukum ini terjadi karena anggapan bahwa segala yang diatur 
oleh hukumpun bisa dibeli. Peraturan perundang-undangan pun tidak semua 
dipahami oleh seluruh warga Negara Indonesia. 
Disiplin berasal dari bahasa Inggris “discipline”, bahasa Belanda “disciplin”, 
bahasa Latin “disciplina” yang artinya belajar. Dalam bahasa Indonesia, disiplin 
adalah ketaatan pada peraturan, tata tertib, atau ketertiban. Tata tertib dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti peraturan-peraturan yang harus 
ditaati atau dilaksanakan. Disiplin merupakan nilai karakter yang sangat penting 
dalam pembinaan karakter bangsa. Disiplin merupakan tindakan yang 
menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan 
(Hasan. Hamid, 2010: 9). Sedangkan menurut (Husaini, 2010) mengemukakan 
bahwa “disiplin adalah kesediaan untuk mematuhi peraturan-peraturan dan 
larangan-larangan”. Disiplin berarti menaati atau mematuhi aturan dan tata tertib 
yang berlaku. Disiplin merupakan latihan batin dan watak dengan tujuan agar 
segala perbuatan selalu menaati tata tertib. Sedangkan, Lalu lintas didalam 
Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan 
orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu 
Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, 
orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung (Umbara, 2009: 
110).  
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Disiplin berlalu lintas adalah bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak 
boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu maupun tidak, dimana 
larangan tersebut termuat didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu 
pencerminan dari disiplin nasional yang mencerminkan martabat dan harga diri 
bangsa. Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih megutamakan aspek 
pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin berlalu lintas (Purwadi 
dan Saebani, 2008: 76).  
Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(LLAJ) dengan tegas mencantumkan aspek dan tujuan, yaitu untuk menciptakan 
lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Aspek 
keamanan dan keselamatan menjadi perhatian yang penting dalam pengaturan lalu 
lintas dan angkutan jalan, oleh sebab itu Undang-Undang LLAJ ini menekankan 
terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas melalui pembinaan, pemberian 
bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan 
melalui program yang berkesinambungan. Diperlukan adanya kegiatan 
pengendalian lalu lintas secara menyeluruh dan terpadu, tidak hanya dengan 
penegakan hukum saja namun perlu dilakukan usaha-usaha yang didukung oleh 
semua komponen bangsa dan adanya peran aktif dari seluruh masyarakat. 
Kedisiplinan dalam berlalu lintas pada individu merupakan bentuk perilaku 
tanggung jawab seseorang terhadap peraturan atau norma yang berlaku di jalan 
raya sebagai manifestasi kesadaran individu yang merupakan proses belajar dari 
lingkungan sosialnya sehingga perilaku disiplin tersebut dapat menimbulkan 
suasana berlalu lintas yang aman, lancar dan terkendali. Kesadaran disiplin berlalu 
lintas sejak dini harus mulai dilakukan, baik dilingkungan sekolah maupun 
keluarga.  
Kebajikan, termasuk keadilan, kemurahan hati, kepercayaan, kesederhanaan, 
dan keberanian. Dalam pandangannya, hidup yang berbudi luhur kehidupan yang 
menumbuhkan rasa keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab kewarganegaraan 
terkait erat untuk mencapai kebahagiaan (Stavrova, Schlösser, & Fetchenhauer, 
2013). Sejalan dengan pendapat (Kimpell, 2015) bahwa Kebajikan warga negara 
mengacu pada kumpulan sifat karakter yang menyusun emosi, sikap dan tindakan 
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individu, khususnya dari cara seseorang bereaksi terhadap tuntutan kehidupan 
publik.  
Kebajikan warganegara (civic virtue) sering dianggap, terutama untuk tujuan 
pendidikan, sebagai suplemen untuk pengetahuan dan keterampilan 
kewarganegaraan. Warga perlu tahu pemerintahan, struktur dan prosedurnya 
warganegara perlu memperoleh keterampilan untuk mengambil bagian dalam 
proses melalui sarana kewarganegaraan (Ben-Porath, 2007). Sehingga melalui 
pengetahuan mengenai negaranya, warganegara diharapkan dapat menjalankan 
dan mematuhi semua peraturan yang sesuai dengan hukum yang berlau di 
negaranya.  
Kebajikan warga negara merupakan sebagai akibat dari kebiasaan dan praktik. 
Kebajikan mengacu pada kualitas itu karakter yang dibangun melalui kinerja 
praktik tertentu (Kimpell, 2015). Dewasa ini, lingkungan banyak menawarkan 
kesempatan untuk menumbuhkan kebajikan masyarakat yaitu melalui orang tua, 
saudara, atau teman mungkin aktif secara politik atau sipil, dan mengenal dengan 
baik berfungsinya sistem hukum dan politik (Victoria Costa, 2013). Aristoteles 
(Kimpell, 2015) berpendapat bahwa dari kebajikan warganegara yaitu bilamana 
warga negara dapat merasakan sesuatu pada saat yang tepat, dengan mengacu 
pada objek yang tepat, menuju orang yang tepat, dengan motif yang tepat, dan 
dengan cara yang benar. Sehingga dapat terciptanya kewarganegaraan yang baik 
dalam menghadapi dan menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam 
berkehidupan bernegara. 
Dengan demikian melalui program pendidikan masyarakat di bidang lalu 
lintas (Dikmas Lantas) diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum 
masyarakat mengenai pentingnya karakter disiplin dalam berlalu lintas sehingga 
dapat tercipta masyarakat yang baik atau masyarakat yang memiliki nilai 
kebajikan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul Menumbuhkan Keadaban Kewarganegaraan (Civic 
Virtue) dalam Disiplin Berlalu Lintas Melalui Program Dikmas Lantas di 
Kota Bandung. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengajukan 
rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Mengapa peran satlantas Kota Bandung sangat penting dalam membentuk 
kesadaran disiplin berlalu lintas? 
2. Mengapa penerapan program pendidikan masyarakat bidang lalu lintas 
merupakan perwujudan keadaban kewarganegaraan di Kota Bandung?  
3. Mengapa faktor waktu merupakan kendala dalam penerapan program 
pendidikan masyarakat bidang lalu lintas di Kota Bandung? 
4. Mengapa kesadaran diri sendiri merupakan solusi untuk kelemahan 
sosialisasi program dikmas lantas di Kota Bandung?  
 
1.3 Paradigma Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti memiliki paradigma 
penelitian sebagai berikut: 
1. Satlantas mempunyai peran yang sangat penting untuk menanamkan 
kedisiplinan berlalu lintas di Kota Bandung melalui pemberian edukasi 
yang dilakukan dengan cara sosialisasi. 
2. Penerapan program dikmas lantas di Kota Bandung merupakan 
perwujudan keadaban kewarganegaraan dalam berlalu lintas karena 
melalui penerapan program dikmas lantas menjadikan masyarakat taat dan 
disiplin berlalu lintas. 
3. Dalam pelaksanaan program dikmas lantas tentunya terdapat berbagai 
kendala dalam pelaksanaanya baik karena waktu, tempat maupun kendala 
yang berasal dari individu.   
4. Solusi yang paling tepat untuk keberhasilan program dikmas lantas dalam 
menanamkan kedisiplinan berlalu lintas dimulai dari kemauan dan 
kesadaran dari dalam diri sendiri. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
1.4.1 Tujuan Umum 
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Secara umum penelitian ini bermasksud untuk mengetahui bagaimana peran 
program pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (dikmas lantas) dalam 
membentuk kesadaran disiplin berlalu lintas sebagai perwujudan keadaban 
kewarganegaraan (civic virtue). 
1.4.2 Tujuan Khusus 
a. Mengetahui pengaruh satlantas dalam membentuk kesadaran disiplin 
berlalu lintas pada masyarakat Kota Bandung 
b. Mengetahui penerapan program pendidikan masyarakat bidang lalu 
lintas sebagai perwujudan keadaban kewarganegaraan di Kota 
Bandung 
c. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan program 
pendidikan masyarakat bidang lalu lintas di Kota Bandung  
d. Mengetahui solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan program 
pendidikan masyarakat bidang lalu lintas di Kota Bandung  
 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan manfaat  praktis 
sebagai berikut: 
1.5.1 Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dalam pengembangan ilmu mengenai kedisplinan lalu lintas yang harus 
dilakukan sebagai pewujudan dari civic virtue 
1.5.2  Manfaat Kebijakan 
Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menyusun kebijakan dalam 
penerapan program dikmas lantas dalam dunia pendidikan untuk 
menumbuhkan kedisiplinan dalam berlalu lintas. 
1.5.3  Manfaat Praktis 
Secara praktik hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 
diantaranya: 
1. Mengetahui bahwa peran polisi lalu lintas sangat penting untuk 
menciptakan ketertiban lalu lintas  
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2. Memperoleh informasi mengenai seberapa besar pengaruh program 
pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas (dikmas lantas) dalam 
membentuk kesadaran disiplin berlalu lintas  
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa kedisiplinan 
berlalu lintas sangat penting untuk diterapkan sebagai bentuk 
kesadaran hukum dan perwujudan keadaban kewarganegaraan  
4. Diharapkan tumbuhnya kesadaran bagi para pengguna lalu lintas 
untuk lebih disiplin berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan 
dalam berkendara. 
1.5.4  Manfaat Isu 
Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam segi isu yaitu 
memberikan pandangan positif kepada masyarakat tentang peran polisi 
dalam menumbuhkan kedisiplinan berlalu lintas serta mendekatkan 
polisi dengan masyarakat. Hal tersebut dapat meminimalisir pandangan 
negatif masyarakat terhadap peran polisi.  
 
1.6 Struktur Organisasi Tesis 
Dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan sistematika yang meliputi 
lima bab. Dimulai dari pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 
daftar gambar, bab I, bab II, bab III, bab IV, bab V, daftar pustaka, dan diakhiri 
dengan lampiran. 
Bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, 
rumusan masalah penelitian, paradigm penelitian, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian dan struktur organisasi dari tesis. 
Latar belakang membahas mengenai alasan mengapa masalah dalam tesis ini 
perlu diteliti, pentingnya masalah tersebut untuk diteliti, dan pendekatan 
mengatasi masalah tersebut baik secara teoritis maupun secara empiris. rumusan 
masalah berisi rumusan dan analisis masalah berdasarkan pemaparan pada latar 
belakang penelitian. Tujuan penelitian menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah 
penelitian dilakukan dan berhubungan dengan perumusan masalah yang telah 
dipaparkan. Manfaat penelitian merupakan manfaat yang ingin diperoleh setelah 
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penelitian dilakukan. Struktur organisasi tesis menjelaskan tentang urutan 
penelitian dari setiap bab dan bagian dari bab. 
Bab II kajian pustaka dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian 
pustaka dalam tesis ini secara garis besar terdiri atas teori tentang  kedisiplinan 
berlalu lintas, keadaban Kewarganegaraan (civic virtue), dan Program dikmas 
lantas. Penelitian terdahulu merupakan kesimpulan dari hasil penelitian 
sebelumnya yang memiliki kajian yang relevan dengan permasalahan yang 
diangkat dalam tesis. 
Bab III Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan metode penelitian, 
partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data uji 
keabsahan data yang terdiri dari uji kreadibilitas, uji transferability, uji 
dependability, dan uji konfirmability. 
Bab IV temuan dan pembahasan. Pada bab ini disajikan pengolahan atau 
analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, 
pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini 
dilakukan secara kualitatif. Bagian pembahasan berisi diskusi tentang temuan 
tersebut yang dikaitkan dengan teori-teori pada bab dua. Pembahasan ini 
merupakan refleksi terhadap teori yang dikembangkan oleh peneliti atau 
penelitian sebelumnya. 
Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi. Pada bab ini disajikan simpulan 
dari hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan berhubungan dengan rumusan 
masalah pada bab satu, dimana kesimpulan ini berisi jawaban dan rumusan 
masalah. Rekomendasi dari peneliti yang diajukan kepada para pembuat 
kebijakan, pengguna hasil penelitian yang bersangkutan dan kepada peneliti 
berikutnya.  
